WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR ....TAHUN ....
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN
TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah dan dalam wupaya meningkatkan
penerimaan pendapatan asli daerah, perlu melakukan
penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dimana Daerah dapat melakukan
penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan

Kalimantan Utara;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah adalah Kota Bontang.
Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Bank Kaltimtara adalah badan
usaha milik daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang
bergerak di bidang keuangan.

6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan
usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan

terbatas dan/atau pengambilalihan perseroan terbatas.

BAB II
PENAMBAHAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada
Bank Kaltimtara.

(2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

(3) Besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.



Pasal 3
(1) Penganggaran Penyertaan Modal bersumber dari APBD Tahun Anggaran
2021 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023.
(2) Besaran penganggaran Penyertaan Modal pada setiap tahunnya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Besaran penganggaran Penyertaan Modal pada setiap tahunnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali

Kota.

BAB III
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal kepada Bank Kaltimtara
dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
keuangan Daerah.

(2) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada
Bank Kaltimtara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 5
Wali Kota melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank

Kaltimtara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.



Ditetapkan di Bontang
pada tanggal ..............
WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI
Diundangkan di Bontang

pada tanggal......
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ... NOMOR ......

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, KALIMANTAN TIMUR
(NOMOR .....[..../......)



PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Dalam konteks otonomi daerah, Daerah diberi keleluasan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian,
otonomi daerah secara implisit mendorong Daerah untuk semakin mandiri,
termasuk dari aspek perekonomian daerahnya guna memajukan
kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dalam konteks riil, Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan daerah adalah wujud upaya
Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda ekonomi guna
meningkatkan sumber pendapatan ekonomi di daerah. Disamping itu juga
dalam rangka melaksanakan kewajibanya dalam hal pelayanan kepada
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyertaan modal Daerah
merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan daerah yang akan
meningkatkan kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong laju perekonomian,
dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karenanya, melalui kegiatan penyertaan modal ini
sekaligus dapat diperoleh dua manfaat, yaitu berupa manfaat ekonomi dan

manfaat sosial bagi Daerah.



Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah bermaksud melakukan
penambahan penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
(Bankaltimtara) yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
anggaran dengan jumlah nilai sebesar Rp70.000.000.000 (tujuh puluh
miliar rupiah). Adapun penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan
pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun 2023.

Penambahan penyertaan modal Daerah Kota Bontang kepada
Bankaltimtara dilakukan dalam rangka mendukung pelaku ekonomi yang
membutuhkan dana sehingga roda perekonomian bergerak dan mendorong
pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan dalam bentuk
kredit yang diberikan. Selain itu, melalui penambahan penyertaan modal
diharapkan dapat membuka unit layanan untuk memperluas jaringan
pelayanan terhadap masyarakat sebagai financial deepening. Lebih lanjut,
penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang ini
diproyeksikan dapat memberikan kontribusi terhadap sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari investasi yang produktif sebagai
komponen APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)



Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah

disertakan kepada Bank Kaltimtara:

Tahun Jenis
No | Penyertaan | Penyertaan Besaran Penyertaan
Modal Modal Modal
1. 2001 Uang Rp5.000.000.000,00
2. 2002 Uang Rp3.935.000.000,00
3. 2003 Uang Rp1.015.000.000,00
4. 2004 Uang Rp3.170.000.000,00
S. 2005 Uang Rp2.000.000.000,00
6. 2006 Uang Rp8.500.000.000,00
7. 2007 Uang Rp9.000.000.000,00
8. 2008 Uang Rp16.000.000.000,00
9. 2014 Uang Rp15.000.000.000,00
Total Rp63.620.000.000,00
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR ...



